
 
 

 
 

 
BUPATI JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 188.4/300 TAHUN 2024 

TENTANG 
PENETAPAN LIMA PROYEK STRATEGIS 

KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 
 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi 
di Kabupaten Jayapura, perlu dilakukan percepatan 
pembangunan Proyek Strategis; 

  b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan 
Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 

Pencapaian Target Aksi Pemberantasan Korupsi 
Pemerinah Kabupaten Jayapura  Tahun 2024, perlu 
menetapkan Lima Proyek Strategis Kabupaten Jayapura; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan 

Keputusan Bupati tentang Penetapan Lima Proyek 
Strategis Kabupaten Jayapura Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969   

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4450); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan  

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan  Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden    
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 
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11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  

KESATU  :  Menetapkan Lima Proyek Strategis Kabupaten Jayapura 

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun      

Anggaran 2024. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    

 Ditetapkan di Sentani  
 pada tanggal 30 April 2024 

  Pj. BUPATI JAYAPURA, 

ttd. 

  TRIWARNO PURNOMO 

 
salinan sesuai dengan aslinya, 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

THIMOTIUS TAIME, SH 
 PENATA 

NIP. 198406122010041003 

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 

1. Gubernur Provinsi Papua; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura; 

3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 

5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jayapura; 

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



LAMPIRAN  KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 

 NOMOR 188.4/300 TAHUN 2024 

 TANGGAL 30 APRIL 2024 

 

PENETAPAN LIMA PROYEK STRATEGIS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 

NO NAMA KAGIATAN 
PAGU ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
SUMBER DANA 

PERANGKAT  DAERAH 
PENANGGUNGJAWAB 

1 2 3 4 5 

1 Rekonstruksi Ruas Jalan Depapre – 
Dormena  

16.624.679.000 APBD KABUPATEN  JAYAPURA DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

2 Peningkatan Ruas Jalan Genyem – 
Benyom Jaya 

14.726.150.000 APBD KABUPATEN  JAYAPURA DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

3 
Pembangunan Dermaga Rakyat 
(sungai/danau) untuk Orang dan 
Barang 

4.045.300.000 APBD KABUPATEN  JAYAPURA DINAS PERHUBUNGAN 

4 Pembangunan Rumah Type 45 M2 di 
Kampung Mamda Distrik Kemtuk 

1.420.000.000 APBD KABUPATEN  JAYAPURA 
DINAS PERTANAHAN, 

PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 

5 Pembangunan Mess Rumah Dinas 
Puskesmas Dosay 

2.100.000.000 APBD KABUPATEN  JAYAPURA DINAS KESEHATAN 

 

salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 
PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 
THIMOTIUS TAIME, SH 

 PENATA 
NIP. 198406122010041003 

Pj. BUPATI JAYAPURA, 

ttd. 

TRIWARNO PURNOMO 

 


